PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1997
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Menimbang :

Mengingat

PT JASA MARGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Jasa Marga, dipandang perlu
menambah penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam
modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut;

. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Jasa Marga, laba ditahan tahun
buku 1978 sampai dengan 1989 dan 1995 serta cadangan umum tahun
1995 dikapitalisass menjadi modal dan merupakan penambahan
penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Perusahaan
Perseroan (PERSERO) PT Jasa Marga;

. bahwa kekayaan Negara berupa nilai Intellectual Property Rights

(IPR) dalam desain proyek jalan tol Cikampek-Padalarang yang
berasal dari hibah pemerintah Inggris melalui The Overseas
Development Administration (ODA) dan pinjaman pemerintah dalam
kerangka Subsidiary Loan Agreement (SLA) skeleton dapat ditetapkan
untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara Republik
Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO)
PT Jasa Marga;

. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2904);

3. Undang-...
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3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran
Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan
(PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan
Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya
(Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN),
Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 37);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3405);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH  TENTANG  PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT JASA MARGA.

BAB |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke

dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Jasa Marga
yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978.

Pasal 2...



